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ABSTRAK 
 
 
APRISANTI (B11113391) “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan  
Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT 
Pendapatan Wilayah Pinrang”. Di bawah bimbingan Ahmad Ruslan 
sebagai Pembimbing I dan Ruslan Hambali sebagai Pembimbing II. 
Penulisan  skripsi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pelaksanaan 
pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor UPT 
Pendapatan Wilayah Pinrang. Dan untuk mengetahui faktor apa yang 
berpengaruh pada pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan 
bermotor tersebut.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan data 
premier dan data sekunder yang dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan.  
Data  dianalisis  secara  kualitatif  dan  deskriptif. Lokasi penelitian 
dilakukan di Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang.  
Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa pelaksanaan pemungutan bea 
balik nama kendaraan bermotor tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan 
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.  
 
Kata   Kunci: pemungutan BBNKB, pendapatan daerah. 
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ABSTRACT 
 
 
APRISANTI (B11113391) "Juridical Review About Implementation of 
Vehicles name transfer fee collection On the Office of Revenue 
Technical Implementation Unit of Pinrang ". Under the guidance of 
Ahmad Ruslan as Supervisor I and Ruslan Hambali as Supervisor II. 
Writing this thesis aims to determine the implementation of the vehicle 
name transfer fee on the Office of Revenue Unit Pinrang. And to know 
what factors affect the implementation of Vehicles name transfer fee 
collection. 
This research uses empirical research method with premier data and 
secondary data collected through literature study. Data were analyzed 
qualitatively and descriptively. The location of the research was conducted 
at the Revenue Technical Implementation Unit of Pinrang. 
The results of this study indicate that the execution of the Vehicles name 
transfer fee collection is not in accordance with Article 5 of South Sulawesi 
Governor Regulation No. 83/2010 concerning the Implementation 
Guidance of Regional Regulation of South Sulawesi Province Number 10 
of 2010 on Special Tax on Vehicle Tax and Transfer of Vehicle Title 
Motorized. 
 
Keywords: Vehicles name transfer fee collection, regional income. 
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DAFTAR SINGKATAN 
 Di bawah ini ada beberapa singkatan yang biasa digunakan 
sehari-hari pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang yaitu : 
1. UPT  : Unit Pelaksana Teknis;  
2. PKB  : Pajak Kendaraan Bermotor; 
3. BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
4. NJKB  : Nilai Jual Kendaraan Bermotor; 
5. PBBKB : Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor; 
6. SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 
7. SP3D  : Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak 
Kendaraan; 
8. SKPD  :Surat Ketetapan Pajak Daerah; 
9. SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; 
10. SKPDKBT :Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan; 
11. SKPDN : Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil; 
12. SKPDLB :Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar; 
13. SSPD  :Surat Setoran Pajak Daerah; 
14. STPD  :Surat Tagihan Pajak Daerah; 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat), yang 
berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini 
sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaaan 
tertinggi tidak terletak  pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara 
negara/pemerintah), melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum 
terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan 
itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan demikian kekuasaan 
yang diperoleh tidak berdasarkan hukum termasuk yang bersumber dari 
kehendak rakyat yang tidak ditetapkan dalam bentuk hukum tertulis 
(undang-undang) tidak sah1. 
Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang 
menganut paham kedaulatan rakyat. Konsekuensi atas paham kedaulatan 
rakyat adalah kekuasaan penguasa bersumber pada kehendak rakyat. 
Hukum yang berlaku berasal dari aspirasi atau kehendak rakyat yang 
mengikat penguasa karena dikehendaki dan sesuai perikehidupan rakyat. 
Hal ini disebabkan karena negara pada hakikatnya merupakan produk 
perjanjian di antara rakyat sehingga setiap hukum akan mengikat 
                                                          
1 Muhammad Djafar Saidi, 2008, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa, 
Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.1 
2 
 
sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan presiden 
(pemerintah)2. 
 Sebagaimana diketahui bahwa hukum bertujuan untuk 
mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bukan hanya 
dalam bentuk kaidah yang tertulis, tetapi harus tercermin dalam 
pelaksanaanya. Demikian pula halnya terhadap hukum pajak yang 
diadakan oleh negara sebagai hukum positif yang mengandung pula 
tujuan berupa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan perllindungan 
hukum. Keempat tujuan hukum pajak tidak hanya tertulis sebagai kaidah 
hukum tertulis dalam undang-undang pajak, tetapi harus kelihatan dalam 
penerapannya sehingga hukum pajak betul-betul merupakan hukum 
fungsional yang mengabdi kepada negara sebagai negara hukum dengan 
penampakan tujuan keadilan, kemanfaatan,  kepastian hukum dan 
perlindungan hukum bagi wajib pajak maupun pejabat pajak3.  
Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dibagi 
menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak 
daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada 
dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar 
kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada 
masyarakat. Dalam hal ini pajak daerah, memiliki peranan yang sangat 
penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang 
                                                          
2 Ibid., Hlm.2 
3 Muhammad Djafar Saidi, 2014, Pembaruan Hukum Pajak, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
Hlm.15-16 
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pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu 
sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu 
melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. 
 Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya telah 
diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diharapkan dapat lebih 
mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian 
daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang  Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber pendapatan 
daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. 
Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan 
retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. 
Terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak 
Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi. 
 Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu demi 
masyarakat adil dan makmur, sehingga dibutuhkan dana pembangunan 
yang tidak sedikit untuk keberhasilan program pembangunan nasional 
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tersebut. Dana tersebut diperoleh dari dalam maupun luar negeri, baik 
sektor swasta maupun pemerintah. Sumber penerimaan dari dalam negeri 
salah satunya dari sektor pajak yang merupakan peran serta langsung 
dari masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan 
bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sektor pajak 
merupakan sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan 
nasional. Program pembangunan nasional ikut meningkat dengan adanya 
penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun yang semakin 
meningkat.  
Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah 
Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Daerah Provinsi terdiri 
dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak 
Rokok. Sedangkan Pajak Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 
Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan4. 
Dari pajak daerah diatas , penerimaan yang memberikan kontribusi 
cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi 
Selatan adalah jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik 
nama kendaraan bermotor. Pemungutan bea balik nama kendaraan 
                                                          
4 Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 
2 Ayat (1) dan Ayat (2). 
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bermotor ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu : Badan 
Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) 
Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja. Dan didalam proses pencatatan dan 
pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan UPT Pendapatan 
dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB dan Sumbangan 
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kemudian dalam 
mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan 
nusantara, maka pengaturan bea balik nama kendaraan bermotor oleh 
daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduan dan keseragaman secara 
nasional5.  
Pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak 
daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali provinsi 
Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang 
tingkat perekonomiannya cukup tinggi di Indonesia bagian timur, seiring 
dengan hal itu pertumbuhan kendaraan bermotor hampir setiap tahunnya 
mengalami peningkatan baik karena adanya pembelian kendaraan 
bermotor yang baru atau pembelian kendaraan bermotor  yang lama. 
Salah satunya yaitu Kabupaten Pinrang, berdasarkan hasil wawancara 
dengan Bapak Noer Rachmat, SE.,M.Si pada tanggal 22 Mei 2017 
menyatakan bahwa pada tahun 2015 jumlah total kendaraan yang 
beroperasi di Kabupaten Pinrang sebanyak 77.170 buah dan pada tahun 
                                                          
5 Tri Mustika Sari, Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Terhadap Pendaatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Pada DPPAD Provinsi Jawa 
Tengah), http://eprints.dinus.ac.id>jurnal_12573  diakses pada tanggal 28 januari 2017 pukul 
18:34 
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2016 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 91.102 buah. Namun, 
berdasarkan data yang diperoleh jumlah masyarakat yang melakukan 
BBNKB pada Tahun 2015 sebanyak 11.557 buah, akan tetapi pada Tahun 
2016 justru mengalami penurunan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernisa Rasud pada 
tanggal 24 Mei 2017 menyatakan bahwa  penyebab masyarakat tidak 
melakukan BBNKB karena tidak adanya aturan yang mewajibkan 
masyarakat untuk melakukan BBNKB setelah pembelian kendaraan. 
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2010 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak ada 
pasal-pasal yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan BBNKB 
sehingga masyarakat akan berpikir bahwa mereka tidak perlu melakukan 
BBNKB karena tidak ada kewajiban dari pemerintah maupun undang-
undang. 
Hal inilah yang harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah karena 
dengan adanya bea balik nama kendaraan bermotor maka akan menjamin 
kepastian hukum bagi pemilik kendaraan. Selain itu BBNKB juga  menjadi 
salah satu sumber  bagi pendapatan daerah yang sangat berpengaruh 
pada pembangunan daerah. Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi 
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penulis untuk menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang 
Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada 
Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan 
bermotor pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang? 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan  
pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor 
UPT Pendapatan Wilayah Pinrang? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan bea balik nama 
kendaraan bermotor pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah 
Pinrang. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor UPT 
Pendapatan Wilayah Pinrang. 
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D. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pengetahuan serta pemikiran yang berguna terhadap 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi 
negara pada khususnya tentang bea balik nama kendaraan 
bermotor. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 
permasalahan yang diteliti. 
2) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan 
pemikiran bagi pemerhati Hukum Administrasi Negara serta 
dapat meningkatkan wawasan dalam pengembangan 
pengetahuan dibidang Ilmu Hukum. 
 
E. Keaslian Penelitian 
Berdasarkan hasil pencarian atas penelitian yang telah dilakukan, 
baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ataupun 
pencarian melalui internet, ada beberapa karya ilmiah, ditemukan 
kemiripan-kemiripan yang membahas mengenai pajak kendaraan 
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor antara lain : 
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1. Jafar Nurdin Siradjah, 2014, Tinjauan Hukum Terhadap 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD 
SAMSAT Wilayah Maros, Universitas Hasanuddin, Makassar. 
Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana pelaksanaan 
pemungutan pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor  
penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan 
bermotor. 
2. Muh.Johan Burnama, 2008, Tinjauan Hukum Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) SAMSAT Wilayah VII Gowa, Universitas 
Hasanuddin, Makassar.  
Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana pelaksanaan 
pemungutan pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor dalam 
pelaksanaan  pemungutan pajak kendaraan bermotor serta 
pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. 
3. Khaeril Anwar. J, 2014, Analisis Kontribusi Dan Potensi Pajak 
Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin, Makassar. 
Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana kontribusi 
pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
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 Dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan penelitian terhadap 
mekanisme pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan 
bermotor dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan 
bea balik nama kendaraan bermotor. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Defenisi Pajak Dan Hukum Pajak 
1. Defenisi Pajak 
Terdapat berbagai defenisi pajak di kalangan para sarjana ahli di 
bidang perpajakan. Di antara pendapat para sarjana tersebut beberapa di 
antaranya yang sampai saat ini masih banyak pendukungnya. Di 
antaranya6 : 
1. PJA. Adriani (pernah menjadi Guru Besar pada Universitas 
Amsterdam), beliau memberikan defenisi yang berbunyi sebagai 
berikut : “Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung 
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 
pemerintah”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari defenisi tersebut 
adalah bahwa Adriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang 
dianggapnya sebagai suatu “species” ke dalam genus 
pungutan(iuran). Jadi, pungutan lebih luas dari pajak, yang 
dimaksud dengan pungutan ialah memperoleh sejumlah uang atau 
atau barang oleh penguasaan publik dari rumah tangga swasta 
                                                          
6 H.Bohari, 2012, Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 23-26 
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dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan 
ekonomis yang timbul karena kekuasaan poltik tersebut menurut 
norma-norma yang ditetapkan olehnya. Pungutan ini dapat dibagi 
dalam : a). Pajak; dan b). Retribusi. 
2. MJH. Smeeths, beliau memberikan defenisi pajak sebagai prestasi 
pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang 
dapat di paksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat 
ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai 
pengeluaran pemerintah. Kedua defenisi tersebut, hanya 
menonjolkan fungsi budgeter (mengisi kas negara) dari pajak 
sedang fungsi pajak yang tidak kalah pentingnya regulerend 
(mengatur). 
3. Soeparman Soemahamidjaya, dalam disertasinya yang berjudul: 
“pajak berdasarkan asas gotong royong”, memberikan defenisi: 
pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut 
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup 
biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahteraan umum. Dengan mencantumkan istilah 
iuran wajib, dharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut 
dengan bantuan dari kerja sama wajib pajak, sehingga perlu 
dihindari penggunaan istilah paksaan. 
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4. Rochmat Soemitro, memberikan defenisi bahwa pajak adalah iuran 
rakyat kepada negara berdasarkan berdasarkan undang-undang 
(dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan 
untuk membiayai pembangunan. 
Dengan melihat defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana 
tersebut, maka “unsur-unsur” yang terdapat dalam defenisi tersebut 
adalah : 
1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan 
sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan 
bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk 
negara. 
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat 
wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka 
dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya: hutang itu dapat 
ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan 
sita. 
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. 
Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-
undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai 
perampasan hak. 
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4. Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat ditunjuk, artinya 
bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak 
ada hubungan langsung. Prestasi dari negara seperti: Hak untuk 
mendapat perlindungan dari alat-alat negara, hak penggunaan 
jalan umum, hak untuk mendapatkan pengairan dan sebagainya. 
Prestasi tersebut tidak ditunjukkan secara langsung kepada 
individu pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif atau 
kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. 
5. Uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti 
pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri 
termasuk ABRI dan sebagainya. 
 
2. Defenisi Hukum Pajak 
Pengertian hukum pajak pada garis besarnya dapat dibagi dalam 
arti luas dan arti sempit. Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang 
berkaitan dengan pajak. Hukum pajak dalam arti sempit adalah 
seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antara 
pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum. Mengingat, 
bahwa hukum pajak sebagai bagian ilmu hukum tidak melepaskan sanksi 
hukum sebagai subtansinya. Dalam arti terhadap pejabat pajak maupun 
wajib pajak yang tidak menaati hukum pajak, negara dapat menerapkan 
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sanksi sanksi hukum yang terdapat di dalamnya. Sanksi hukum yang 
dapat diterapkan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana7. 
Menurut Santoso Brotodihardjo dalam bukunya yang berjudul 
Pengantar Ilmu Hukum Pajak, menyatakan bahwa hukum pajak adalah 
keseuluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang-
wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan 
menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, 
sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur 
hubungan- hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan- 
badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering 
disebut wajib pajak)8. 
Menurut Bohari, hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan- 
peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut 
pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan hukum 
pajak menerangkan9 : 
1. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak); 
2. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak); 
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah; 
4. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak; 
5. Cara penagihan pajak; dan 
                                                          
7 Muhammad Djafar Saidi, 2014, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.1 
8 Y.Sri Pudyatmoko, 2005, Pengantar Hukum Pajak, CV.Andi Offset, Yogyakarta, Hlm 51. 
9 H.Bohari, 2012, Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 29. 
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6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak. 
Sedangkan Rachmat Soemitro mengatakan bahwa hukum pajak 
adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara 
pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar 
pajak10. 
Pendapat-pendapat tersebut memperlihatkan bahwa hukum pajak 
mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah 
berperan dalam fungsinya sebagai pemungut pajak dan rakyat dalam 
kedudukannya sebagai subjek pajak (wajib pajak). Oleh karena itu adanya 
hubungan semacam itu maka hukum pajak dikategorikan sebagai hukum 
publik. 
 
B. Fungsi Pajak 
Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam kajian hukum pajak, 
ternyata pajak memiliki fungsi yang berbeda dengan retribusi. Fungsi 
pajak dapat berupa fungsi anggaran (fungsi budgeter), fungsi mengatur 
(fungsi regulerend) dan fungsi investasi. Sementara itu, fungsi retribusi 
hanya memiliki fungsi anggaran (fungsi budgeter). Dalam arti, retribusi 
tidak memiliki fungsi mengatur (fungsi regulerend) dan fungsi investasi 
sebagaimana yang terdapat dalam pajak. Hal ini berarti bahwa retribusi 
tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat 
                                                          
10 Tunggul Anshari Setia Negara, 2017, Ilmu Hukum Pajak, Setara Press, Malang, Hlm 76. 
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sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah). Retribusi hanya semata-mata untuk mengisi 
kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan 
dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat. Dengan 
demikian. Pemerintah dilarang memungut retribusi kepada masyarakat 
tatkala tidak memanfaatkan sarana pelayanan yang telah disediakan. 
Fungsi investasi yang terdapat dalam pajak karena wajib pajak 
telah menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaannya untuk 
kepentingan negara maupun daerah. Sebenarnya pajak yang dibayar 
merupakan peran serta wajib pajak menanamkan modal agar dapat 
mengurangi dan bahkan memberantas kemiskinan. Hal ini tidak dikenal 
dalam retribusi karena wajib retribusi membayar retribusi ketika telah 
menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. 
Ketiga fungsi pajak (mengisi kas negara/daerah, mengatur dan 
investasi) tidak mutlak harus beriringan dalam pelaksanaannya, 
bergantung pada kemauan politik pemerintah saat itu. Dalam arti bahwa 
kehendak politik pemerintah untuk menekan tidak terjadi kejahatan dalam 
masyarakat. Maka, fungsi yang digunakan adalah fungsi mengatur 
dengan cara meningkatkan tarif pajak sehingga mayarakat tidak dapat 
membelinya. Jika penghasilan negara maupun daerah yang hendak 
ditingkatkan, fungsi anggaran yang dapat diterapkan dengan cara 
menjaring sebanyak-banyaknya wajib pajak. Ataukah untuk 
meningakatkan pembangunan, fungsi investasi yang diterapkan dengan 
18 
 
cara menempatkan tarif pajak pada tahap serendah-rendahnya agar wajib 
pajak dapat membayar pajak11. 
 
C. Landasan Filosofis Pemungutan Pajak 
Pada dasarnya tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan 
bagi rakyatnya. Untuk mencapai tujuan itu negara pasti membutuhkan 
biaya yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari 
pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan 
pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai 
suatu fungsi esensial. Memang dibeberapa negara yang sudah maju, 
pajak sudah merupakan suatu conditiesine qua non bagi penambahan 
keuangan negara. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa 
keuangan negara akan lumpuh lebih-lebih lagi bagi negara yang sedang 
membangun seperti indonesia, atau negara yang baru bebas dari 
belenggu kolonialis pajak merupakan darah bagi tubuh negara12. 
Dalam literatur ilmu keuangan negara, kita temukan teori-teori yang 
memberikan dasar pembenaran atau landasan filosofis daripada 
wewenang negara untuk memunngut pajak dengan cara yang dapat 
dipaksakan. Teori-teori tersebut adalah13 : 
  
                                                          
11 Muhammad Djafar Saidi, 2014, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 30 
12 H.Bohari, 2012, Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 35 
13 Ibid.,Hlm. 36-38 
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1) Teori asuransi 
Menurut teori ini, negara dalam melaksanakan tugasnya/fungsinya, 
mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda 
perseorangan. Oleh sebab itu negara bekerja atau bertindak 
sebagai perusahaan asuransi. Untuk perlindungan itu, warga 
negara membayar premi, dan pembayaran pajaklah yang dapat 
dipandang sebagai premi itu. Teori ini sudah lama ditinggalkan, dan 
sekarang praktis tidak ada lagi pembelanya, sebab negara tidak 
mengganti kerugian bila timbul kerugian atas orang-orang yang 
bersangkutan, misalnya dibunuh atau hartanya dicuri. 
2) Teori kepentingan 
Menurut toeri ini pajak itu mempunyai kepentingan dengan 
kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin 
banyak menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar 
juga pajaknya. Teori ini meskipun masih brelaku pada retribusi, 
tetapi sulit diterima sebab orang miskin dan penganggur yang 
memperoleh bantuan dari pemerintah, menikmati atau mengenyam 
banyak sekali jasa dari pekerjaan pemerintah dan mereka bahkan 
dibebaskan membayar pajak. 
3) Teori kewajiban pajak mutlak (teori pengorbanan) 
Teori berpangkal tolak dari ajaran organik kenegaraan dan 
berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak mungkin bisa 
hidup bebas berusaha dalam negara. Oleh karena itu, negara 
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mempunyai hak mutlak utuk memungut pajak. Tanpa negara maka 
individu pun tidak ada, dan pembayaran pajak oleh individu kepada 
negara dipandang sebagai tanda pengorbanan atau tanda baktinya 
kepada negara. 
4) Teori gaya beli 
Teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak, jika 
dipandang sebagai gejala dalam masyarakat disamakan dengan 
POMPA, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat 
untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke 
masyarakat dengan tujuan untuk memlihara hidup masyarakat atau 
untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 
5) Teori gaya pikul 
Teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak harus sesuai 
dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu). Tekanan 
semua pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul si wajib pajak 
dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, 
juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut. 
 
D. Asas-Asas Pengenaan Pajak 
Terdapat beberapa asas yang menjadi landasan pemerintah dalam  
menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. 
Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya Wealth of Nations 
mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim dikenal 
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dengan “four canons taxation” atau sering disebut “The four Maxims” 
dengan uraian sebagai berikut14 : 
1) Equality (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada 
warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya 
memberikan sumbangannya kepada negara sebanding dengan 
kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan 
keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. 
2) Certainty (asas kepastian). Asas ini menenkankan bahwa bagi 
wajib pajak , harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara 
pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat 
dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak. 
3) Conveniency of payment (asas menyenangkan). Pajak seharusnya 
dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi 
para wajib pajak. 
4) Low cost of collection (asas efisiensi). Asas ini menengkankan 
bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak 
yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan 
kebutuhan Anggaran Belanja Negara. 
  
                                                          
14 H.Bohari, 2012, Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 41-42 
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E. Jenis-Jenis Pajak 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) 
dan Ayat (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 
beberapa jenis pajak yang terbagi atas pajak provinsi dan pajak 
kabupaten/kota yaitu : 
1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas : 
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Air Permukaan; dan  
e. Pajak Rokok. 
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas : 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran;  
c. Pajak Hiburan;  
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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F. Sanksi Pajak 
Dalam rangka penegakan hukum baik wajib pajak maupun aparatur 
perpajakan harus mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus sebagai 
perwujudan unsur pajak dapat dipaksakan sebagaimana didefenisikan, 
maka dituangkan ketentuan sanksi perpajakan, termasuk sanksi yang 
berkaitan dengan wajib pajak. 
Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administratif 
yang meliputi sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran 
peraturan yang bersifat publik. Sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan 
dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPTPD, dikenakan 
SKPDKB(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), tidak melunasi 
utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPDKB dan 
SKPDKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda 
penyampaian SPTPD. Sanksi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau 
tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-
undangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. 
Serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat 
pelanggaran, dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan15. 
  
                                                          
15 Adrian Sutedi, 2013, Hukum Pajak, Sinar Grafikan, Jakarta, Hlm. 221-222 
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G. Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2016 Pasal 2 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, jenis-
jenis kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi : 
a. Kendaraan bermotor selain yang dioperasikan di air, alat-alat berat 
dan alat-alat besar; 
b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; dan 
c. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat besar. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 
Pasal 3 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 
dijelaskan lebih rinci tentang Pasal 2 Huruf a mengenai jenis kendaraan 
bermotor selain yang dioperasian di air, alat-alat berat dan alat-alat besar 
yaitu : 
a. Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus; 
b. Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus; 
c. Mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, light truck dan 
truck; 
d. Alat-alat berat dan alat-alat besar; dan 
e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga. 
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Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 
Pasal 11 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 
dijelaskan lebih rinci tentang Pasal 2 Huruf b mengenai jenis kendaraan 
bermotor yang dioperasikan di air yaitu : 
1. Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air 
dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body yaitu : 
a) Kayu; 
b) Serat, fiber, karet dan sejenisnya; dan 
c) Besi, baja, ferrocement dan sejenisnya. 
2. Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air 
dikelompokkan berdasarkan fungsi yaitu : 
a) Angkutan penumpang dan/atau barang; 
b) Penangkap ikan; 
c) Pengerukan; dan 
d) Pesiar, olahraga atau rekreasi. 
 
H. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
1. Defenisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 
Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 14 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  bea balik nama kendaraan 
bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor 
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan 
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yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 
pemasukan ke dalam badan usaha.  
Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan 
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi 
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di 
air16. 
 
2. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (1) 
dan Ayat (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek bea balik 
nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan 
bermotor. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan 
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua 
pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 
Termasuk  dalam  pengertian  Kendaraan  Bermotor adalah kendaraan 
bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua 
                                                          
16 Siahaan, Marihot P, 2010, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,  Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 
209-210. 
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jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air 
dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan 
GT 7 (tujuh Gross Tonnage). 
Pada bea balik nama kendaraan bermotor tidak semua 
penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Ada 
beberapa kendaraan bermotor yang penyerahan kepemilikannya 
dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
Pasal 9 Ayat (3) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu  : 
a. Kereta api; 
b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk 
keperluan pertahanan dan keamanan negara; 
c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan 
lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas 
pembebasan pajak dari Pemerintah; dan 
d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 
 
Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 
18 Ayat (2) tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa pengecualian dari 
objek BBNKB yaitu : 
a. Kereta api; 
b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk 
keperluan pertahanan dan keamanan negara; 
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c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan 
lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas 
pembebasan pajak dari Pemerintah; dan 
d. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air dengan ukuran 
isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh 
Gross Tonnage). 
 
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 Pasal 9 Ayat (4) dan Ayat (5) tentang Pajak Derah dan Retribusi 
Daerah menjelaskan bahwa penguasaan kendaraan bermotor melebihi 
dari 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan 
kepemilikan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaran melebihi 12 (dua 
belas) bulan yang dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan 
kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor 
karena sewa beli. 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (6) dan 
Ayat (7) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termasuk 
penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan 
Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: 
a) Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; 
b) Untuk diperdagangkan; 
c) Untuk   dikeluarkan   kembali   dari   wilayah   pabean Indonesia. 
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Pengecualian ini tidak berlaku apabila selama tiga tahun berturut-
turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; 
d) Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan 
olahraga bertaraf internasional. 
 
3. Subjek Pajak  Dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor. 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak bea balik nama 
kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
menerima penyerahan kendaraan bermotor.  
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (2) 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak adalah orang 
pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.  Jika 
wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh 
pengurus atau kuasa badan tersebut. 
Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat 
diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan 
peraturan daerah tentang BBNKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab 
secara pribadi atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak 
terutang. Selain itu wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan 
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surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 
perpajakannya17. 
Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 
1 Angka 27 tentang Pajak Daerah menjelaskan secara umum bahwa wajib 
pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
 
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 
Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 12 Ayat (1) 
dan Ayat (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif bea balik 
nama kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan 
objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. 
Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama 
(yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya 
(yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Jenis kendaraan yang 
diserahkan meliputi kendaraan bermotor yang menggunakan jalan umum 
dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak 
menggunakan jalan umum. Besaran tarif pajak BBNKB ditetapkan dengan 
                                                          
17 Siahaan, Marihot P, 2010, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,  Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 215 
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peraturan daerah. Besaran tarif pajak BBNKB ditetapkan paling tinggi 
masing-masing sebagai berikut : 
a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen);dan 
b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). 
Sedangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2010 
Pasal 10 Ayat (2) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2010  tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor 
dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor menjelaskan bahwa tarif 
BBNKB ditetapkan sebagai berikut : 
a. Penyerahan pertama sebesar 12.5 % (dua belas koma lima persen) 
dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB); 
b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen) dari 
nilai jual kendaraan bermotor (NJKB); 
c. Penyerahan kedua dan seterusnya khusus kendaraan bermotor 
dari luar daerah dengan usia kendaraan bermotor telah mencapai 5 
(lima) tahun atau lebih yang dihitung sejak tahun pembuatan 
sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari nilai jual kendaraan 
bermotor (NJKB). 
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Khusus  untuk  Kendaraan  Bermotor  alat-alat  berat  dan alat-alat 
besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling 
tinggi masing-masing sebagai berikut  : 
a) penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima 
persen) dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB); dan 
b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol 
tujuh puluh lima persen) dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 23 tentang 
Pajak Daerah menjelaskan bahwa besaran pokok bea balik nama 
kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
BBNKB dengan dasar pengenaan pajak. 
 
 
 
5. Prosedur Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB) 
Dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2010 Pasal 5 dan 
Pasal 6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor 
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa 
pendaftaran objek BBNKB dilakukan pada Kantor UPT Pendapatan paling 
Besaran pokok pajak BBNKB = Tarif BBNKB x Dasar Pengenaan 
Pajak 
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lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyerahan. Pada saat 
melakukan pendaftaran wajib pajak harus mengisi SP3D dengan jelas dan 
lengkap sesuai dengan keadaan objek dan subjek pajak yang 
sesungguhnya, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau yang diberi 
kuasa olehnya. Bentuk, isi dan kualitas SP3D mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015  Pasal 
7 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 
Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan 
hukum yang mengajukan permohonan registrasi kendaraan bermotor 
harus memenuhi persyaratan administrasi umum yang meliputi : 
a. Formulir SPRKB; 
b. Identitas diri; 
c. Bukti pembayaran: 
1. PKB dan/atau BBNKB; 
2. SWDKLLJ; 
3. Administrasi STNK dan/atau TNKB. 
Dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan 
Bermotor dijelaskan lebih lanjut mengenai syarat yang harus dipenuhi 
untuk registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik 
kendaraan bermotor selain yang dijelaskan pada Pasal 7 yaitu : 
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a. Melampirkan STNK; dan 
b. Melampirkan BPKB. 
Berdasarkan standar operasional pelayanan (SOP) Kantor UPT 
Pendapatan Wilayah Pinrang menjelaskan secara rinci tentang 
mekanisme untuk melakukan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
PEMILIK/PEMOHON 
(WAJIB PAJAK) 
LOKET PELAYANAN I 
PENDAFTARAN & 
PENETAPAN 
LOKET PELAYANAN II 
PEMBAYARAN & 
PENYERAHAN 
1.PENERIMAAN DAN 
PENELITIAN DOKUMEN 
2. INPUT DATA/ENTRY DATA 
3. PENETAPAN BBNKB 
4. KOREKSI HASIL 
PENETAPAN 
5. PEMBAYARAN OLEH KASIR 
VALIDASI SKPD 
6. ORDER TNK/CETAK STNK 
PENGESAHAN STNK ULANGAN 
7. PENYERAHAN 
STNK/TNK 
8. ARSIP 
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Berdasarkan gambar diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa mekanisme bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan 
SOP yang berlaku pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang secara 
garis besar terbagi atas dua loket pelayanan. Dimana loket pelayanan 
pertama disebut loket pendaftaran dan penetapan, sedangkan loket 
pelayanan kedua disebut loket pembayaran dan penyerahan. Adapun 
mekanisme pada loket pertama yaitu :  
1.  Penerimaan dan penelitian dokumen. 
Wajib pajak yang akan melakukan BBNKB, pertama-tama harus  
menyerahkan dokumen untuk memenuhi persyaratan administrasi 
kepada petugas kepolisian yang bertugas. Adapun dokumen 
persyaratan yang dimaksud yaitu kwintansi pembelian kendaraan 
bermotor, foto copy KTP, STNK asli dan foto copy, cek fisik 
kendaraan bermotor, dan BPKB asli dan foto copy18. Selanjutnya 
petugas yang menerima dokumen, melakukan penelitian terhadap 
dokumen wajib pajak. 
2. Input data/entry data. 
Input data dilakukan oleh petugas dari Bapenda. Input data 
dimaksudkan untuk mengolah dokumen wajib pajak.  
3. Penetapan dokumen. 
Setelah penginputan data, maka dokumen BBNKB di tetapkan oleh 
petugas OPDAT. 
                                                          
18 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan, tanggal 07 September 2017. 
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4. Koreksi hasil penetapan. 
Sebelum OPDAT menandatangani dokumen BBNKB dilakukan 
koreksi terlebih dahulu. Jika dokumen sudah lengkap dan benar 
maka OPDAT menandatangani dokumen tersebut, jika sebaliknya 
dokumen tersebut dinyatakan belum lengkap maka akan dilakukan 
pemeriksaan kembali. 
 Sedangkan mekanisme pada loket pelayanan kedua yaitu sebagai 
berikut : 
1. Pembayaran oleh kasir. 
Wajib pajak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang 
tercantum hasil penetapan BBNKB. 
2. Order TNK/cetak STNK, pengesahan STNK ulangan. 
Cetak STNK dilakukan oleh petugas cetak STNK setalah 
pembayaran dilakukan oleh wajib pajak. 
3. Penyerahan STNK/TNK. 
Penyerahan STNK dilakukan setelah cetak STNK selesai. 
 
I. Faktor-Faktor Dalam Penegakan Hukum 
Dalam penegakan hukum, bukan semata-mata mengenai 
pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di 
Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law 
enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat 
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untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-
keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat yang agak sempit 
tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan 
perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan 
mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup19. 
Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor 
yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti 
yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi 
faktor-faktor tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut20 : 
1. Faktor hukumnya sendiri yaitu dari undang-undang. Undang-
undang merupakan faktor utama dalam menunjang lahirnya 
penegakan hukum. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 
yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materil adalah 
peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa 
pusat maupun daerah yang sah. Maka undang-undang tersebut 
mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga 
negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di 
sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya 
berlaku di suatu tempat atau daerah saja21 . 
                                                          
19 Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali 
Pers, Jakarta, Hlm. 7. 
20 Ibid., Hlm.8. 
21 Ibid., Hlm.11. 
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2. Faktor penegak hukum. Penegak hukum yag dimaksudkan di sini 
adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan 
hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di 
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan 
pemasyarakatan22. 
3. Faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas 
tertentu maka penegakan hukum tidak mungkin akan berlangsung 
dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, tenaga 
manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya23.  
4. Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 
bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh 
karena itu, di pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat 
mempengaruhi penegakan hukkum tersebut24. 
5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya 
mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai 
yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik 
dan apa yang dinilai tidak baik25.  
                                                          
22 Ibid., Hlm.19. 
23 Ibid., Hlm.37. 
24 Ibid., Hlm.45. 
25 Ibid., Hlm.59. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu 
bentuk kegiatan ilmiah,yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 
pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa 
gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu,  juga 
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum 
tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 
permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang 
bersangkutan26. 
Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu 
penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto27 penelitian hukum 
sosiologis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum 
(tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.   Penelitian 
hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran 
terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai 
efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari 
peraturan perundang- undangan tersebut. 
 
 
 
                                                          
26Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 43 
27Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, Yogyakarta.Pustaka Pelajar, hlm. 153 
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A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait 
dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis 
melakukan penelitian di Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang. Serta 
penelitian di berbagai perpustakaan terutama perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin dan perpustakaan pusat Universitas 
Hasanuddin. 
UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pendapatan, Pertama didirikan di 
Sulawesi Selatan tepatnya di Makassar pada Tahun 1978, kemudian 
selang beberapa tahun didirikan lagi di tiga kabupaten yaitu Pare-pare, 
Palopo dan Bone, dan UPT Pendapatan Wilayah Pinrang di resmikan 
pada tanggal 16 September 1997 oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat 
Sul-sel oleh H.Z.B. Palaguna. UPT Pendapatan Wilayah Pinrang bertugas 
menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Coba 
Kendaraan (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda 
Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta 
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) 
kepada masyarakat baik pada saat pendaftaran kendaraan bermotor baru, 
perpanjangan, pengesahan dan lain-lain sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 201228. 
 
                                                          
28 Sumber data Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang, tanggal 07 September 2017. 
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B. Populasi Dan Sampel 
Dalam penelitian ini penulis menentukan populasi yakni wajib pajak 
bea balik nama kendaraan bermotor sebanyak 144 (seratus empat puluh 
empat) orang .Sedangkan yang akan dijadikan sampel adalah pejabat 
pajak sebanyak 5 (lima) orang dan wajib pajak bea balik nama kendaraan 
bermotor sebanyak 20 (dua puluh) orang pada Kantor UPT Pendapatan 
Wilayah Pinrang. 
 
C. Jenis Dan Sumber Data 
 Dalam pengumpulan data-data dan informasi  yang diperlukan dalam 
penulisan ini maka data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder, yakni : 
1.  Data Primer 
 Yaitu,data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau 
lapangan penelitian melalui wawancara terhadap  pejabat pajak dan wajib 
pajak, serta pencarian data  pada instansi yang bersangkutan. 
2.  Data Sekunder 
Yaitu,diperoleh dari sumber dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, penelahan studi 
keperpustakaan dan sebagainya 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Karena  data  yang  diperoleh berupa  data  Sekunder dan  Primer, 
maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi 
dokumentasi atau melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan 
teknik wawancara atau observasi. 
 
E. Analisis Data 
Adapun analisis data yang digunakan oleh calon peneliti dalam 
penelitian hukum ini yaitu menggunakan sifat analisis yang Deskriptif. 
Analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan  
untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek 
penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Serta 
menggunakan pendekatan kualitatif, adalah suatu cara analisis hasil 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah 
laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh29. 
  
                                                          
29Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010, Hlm 180  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
A. Pelaksanaan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor 
UPT Pendapatan Wilayah Pinrang. 
Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang merupakan salah satu 
unsur pelaksana teknis pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan di 
dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang merupakan 
gabungan dari beberapa instansi di dalamnya, yaitu instansi Kepolisian, 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta PT. Asuransi 
Kecelakaan Jasa Raharja yang dituntut untuk meningkatkan pendapatan 
asli daerah. 
Menimbang bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan 
pembangunan dan pemerintahan daerah, kebijakan pajak daerah 
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, 
peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi 
daerah. 
 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis 
pajak yang dipungut Badan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan 
Wilayah Pinrang. Dalam pemungutan pajak ini, UPT Pendapatan Wilayah 
Pinrang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dimana Peraturan Daerah 
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tentang Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah serta pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan 
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor 
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
  Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Noer 
Rachmat, SE., M.Si meyatakan bahwa : 
 “kewenangan pemungutan pajak untuk Badan Pendapatan Daerah 
Wilayah Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan ada 5 (lima) jenis, yaitu 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak Rokok 
merupakan jenis sumber pajak daerah yang baru, sedangkan 4 
(empat) lainnya merupakan jenis sumber pajak daerah yang telah 
lama dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Untuk Pajak Rokok ini 
sendiri berlaku efektif sejak Tahun 2014”30.  
 
1. Pelaksanaan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor 
UPT Pendapatan Wilayah Pinrang. 
Sebagaimana yang diketahui bahwa pajak daerah merupakan 
salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peranan pendapatan daerah 
sangat penting karena merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan 
volume, kekuatan dan kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan 
                                                          
30 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan, tanggal 07 September 2017. 
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tugas pemerintahan dan pembangunan. Sumber- sumber pendapatan 
daerah harus dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Untuk itu 
diperlukan kemampuan dan kesadaran akan tanggung jawab pemerintah 
daerah. Berhasil tidaknya penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan 
oleh kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam mengelola serta 
mengembangkan potensi keuangan daerahnya menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari keseluruhan 
pendapatan daerah kemudian dipergunakan oleh pemerintah daerah 
kabupaten/kota untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat. Aktifitas pemerintah daerah dalam rangka memenuhi 
pembiayaan pelaksanaan pembangunan itu antara lain diwujudkan dalam 
ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah yang berasal dari 
sektor pajak daerah, baik itu dari pajak provinsi maupun dari pajak 
kabupaten/kota. 
 Salah satu pendapatan asli daerah yang menjadi andalan setiap 
kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah 
hasil dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 
bermotor. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea 
balik nama kendaraan bermotor di setiap kabupaten/kota dilaksanakan 
oleh Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan sebagai 
perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang ada di 
Sulawesi Selatan tidak terlepas dari konteks tersebut. 
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2. Subjek dan objek bea balik nama kendaraan bermotor pada 
Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang. 
 Dalam pelaksanaan bea balik nama kendaraan bermotor, yang 
menjadi subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 
dan/atau menguasai kendaraan bermotor tersebut, sedangkan untuk 
objek  bea balik nama kendaraan bermotor, UPT Pendapatan Wilayah 
Pinrang memungut pajak pada objek kendaraan yang beroperasi di darat 
yang terdaftar pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang, adapun 
jenis kendaraan bermotor tersebut yaitu : 
1. Sedan; 
2. Jeep; 
3. Minibus; 
4. Bus; 
5. Microbus; 
6. Pick up; 
7. Light truck; 
8. Truck; 
9. Sepeda motor roda dua; dan 
10. Sepeda motor roda tiga. 
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3. Jumlah penerimaan BBNKB dan PKB pada Kantor UPT 
Pendapatan Wilayah Pinrang. 
 Berdasrkan hasil wawancara dengan Bapak Noer Rachmat, 
SE.,M.Si menyatakan31 :  
“Selama ini Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang telah 
melakukan upaya maksimal dalam pelaksanaan pemungutan bea 
balik nama kendaraan bermotor. Namun dalam hal realisasi 
penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor ternyata belum 
tercapai target dari yang telah ditetapkan”. 
 Berikut ini daftar tabel mengenai realisasai bea balik nama 
kendaraan bermotor pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut : 
Tabel 1 Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2016 : 
NO BBNKB TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 
1 BBNKB I 33.340.050.000 34.215.182.228 
2 BBNKB II 35.024.400.000 34.891.342.500 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wilayah Pinrang. 
 Adapun hasil analisis penulis dari tabel di atas adalah bahwa 
pelaksanaan BBNKB I telah memenuhi target yang telah ditetapkan. 
Sedangkan, pelaksanaan BBNKB II belum memenuhi target yang telah 
ditetapkan. 
                                                          
31 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan, tanggal 07 September 2017. 
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Untuk lebih rinci, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor 
pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang dijelaskan pada daftar 
tabel berikut ini : 
Tabel 2 bea balik nama kendaraan pertama Tahun 2016. 
No JENIS 
KENDARAAN 
BEMOTOR 
JUMLAH NJKB (Rp) BOBOT TARIF TOTAL (Rp) 
1 SEDAN 1 175.050.500 1,050 1,5% 2.757.045.375 
2 JEEP 20 17.700.047.000 1,050 1,5% 5.575.514.805 
3 MINIBUS 787 20.847.850.000 1,1 1,5% 270.719.756.175 
4 BUS 0 0 1,1 1,5% 0 
5 MICROBUS 0 0 1,1 1,5% 0 
6 PICK UP 190 15.314.150.000 1,1 1,5% 48.009.860.250 
7 LIGHT TRUCK 51 5.117.850.000 1.1 1,5% 4.306.670.775 
8 TRUCK 9 1.804.050.000 1.075 1,5% 261.812.756.250 
9 SEPEDA 
MOTOR RODA 
2 
9.223 138.345.000 1 1,5% 19.139.339.025 
10 SEPEDA 
MOTOR RODA 
3 
42 816.900.000 1 1,5% 514.647.000 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wilayah Pinrang. 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan 
BBNKB I sudah berjalan dengan baik dan sudah melebihi dari target yang 
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telah ditetapkan. Hal yang demikian itu memberikan kontribusi yang cukup 
besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Tabel 3 bea balik nama kendaraan bermotor kedua Tahun 2016. 
No JENIS 
KENDARAAN 
BEMOTOR 
JUMLAH NJKB (Rp) BOBOT TARIF TOTAL (Rp) 
1 SEDAN 5 327.500.000 1,050 2,5% 42.984.375.000 
2 JEEP 4 351.016.000 1,050 2,5% 36.856.680.000 
3 MINIBUS 39 1.776.840.000 1,1 2,5% 1.905.660.900 
4 BUS 0 0 1,1 2,5% 0 
5 MICROBUS 0 0 1,1 2,5% 0 
6 PICK UP 3 159.150.000 1,1 2,5% 13.134.000 
7 LIGHT TRUCK 3 189.240.000 1.1 2,5% 15.612.300 
8 TRUCK 1 125.500.000 1.075 2,5% 3.372.812.500 
9 SEPEDA MOTOR 
RODA 2 
75 806.250.000 1 2,5% 1.511.718.750 
10 SEPEDA MOTOR 
RODA 3 
2 22.950.800 1 2,5% 1.147.540 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wilayah Pinrang. 
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan  
BBNKB II belum berjalan dengan maksimal, karena tidak tercapainya 
target yang telah ditetapkan. 
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4. Prosedur pelaksanaan bea balik nama kendaraan bermotor 
pada Kantor  UPT Pendapatan Wilayah Pinrang. 
Prosedur pelaksanaan BBNKB menurut Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 
khususnya Pasal 5 yakni sebagai berikut : 
“Pendaftaran objek BBNKB dilakukan pada kantor UPT 
Pendapatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 
penyerahan”. 
Berdasarkan data yang penulis peroleh saat melakukan penelitian 
lapangan ditemukan bahwa pada kenyataannya Kantor UPT Pendapatan  
Wilayah Pinrang masih tetap melayani subjek pajak yang telah melewati 
batas penyerahan sesuai dengan peraturan yang telah penulis 
kemukakan di atas. Namun penulis menentukan sampel peneltian 
terhadap Subjek Pajak atas Nama Henriani (subjek pajak berdomisili di 
Desa Rubae Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang) melakukan 
BBNKB pada tanggal 2 Januari 2016 sedangkan proses penyerahan 
kendaraan bermotor kepada subjek pajak Henriani dilakukan pada tahun 
2013. Dari kasus tersebut penulis menyimpulkan bahwa prosedur BBNKB 
yang terjadi di Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang tidak sesuai 
dengan Pasal 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
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2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
Adapun  hasil wawancara dengan Bapak Noer Rachmat, SE., M.Si 
menyatakan bahwa : 
“Prosedur pelaksanaan bea balik nama kendaraan bermotor di 
Kabupaten Pinrang berpedoman pada Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor. Kami sebagai perpanjangan tangan 
Pemerintah Provinsi  tetap melayani subjek pajak yang terlambat 
melakukan pendaftaran BBNKB akan tetapi kami memberikan 
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan”32.  
Jadi pada kasus yang penulis angkat subjek pajak atas nama 
Henriani dikenakan sanksi sebesar 24%(dua puluh empat persen), karena 
menurut Pasal 57 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah mengatur bahwa: 
“jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak”. 
  
                                                          
32 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan, tanggal 07 September 2017 
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B. Faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan BBNKB pada 
kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang. 
 Dari hasil penlitian penulis di lapangan ditemukan faktor-faktor yang 
mendukung dan menghambat pelaksanaan pemungutan bea balik nama 
kendaraan bermotor pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang. 
Faktor-faktor tersebut dipaparkan oleh penulis dengan berpedoman pada 
faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor 
hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, 
faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun faktor-faktor yang 
mendukung dan menghambat  pelaksanaan pemungutan bea balik nama 
kendaraan bermotor di Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang yaitu 
sebagai berikut : 
1. Faktor pendukung. 
Pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor UPT 
Pendapatan Wilayah Pinrang, ada beberapa faktor yang mendukung 
dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut: 
a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini adalah aturan 
perundang-undangan tentang bea balik nama kendaraan 
bermotor. 
Berlakunya suatu undang-undang bertujuan agar mempunyai 
dampak positif di masyarakat. Artinya bahwa supaya undang-undang 
tersebut mencapai tujuan efektif sehingga berjalan efektif. Saat ini aturan 
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mengenai bea balik nama kendaraan bemotor sudah cukup banyak dan 
memadai. 
Secara umum, dasar hukum bea balik nama kendaraan 
bermotor mengacu pada Pasal 2 Ayat (1) undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang mengatur bahwa : 
Jenis pajak Provinsi terdiri atas : 
a. Pajak kendaraan bermotor; 
b. Bea balik nama kendaraan bermotor; 
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; 
d. Pajak air permukaan; dan 
e. Pajak rokok. 
Implementasi dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Khususnya 
untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bea balik nama kendaraan 
bermotor diatur dalam aturan-aturan berikut : 
1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 
2. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
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Khusus Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor. 
b. Kerja sama antar instansi yang berkaitan dalam proses 
pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya 
menjadi pendukung tercapainya target dari Kantor UPT 
Pendapatan Wilayah Pinrang.  
 
2. Faktor penghambat. 
Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun 
pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan 
dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain : 
a. Faktor masyarakat atau wajib pajak. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menyatakan 
bahwa : 
“ Alasan mereka tidak melakukan pendaftaran BBNKB disebabkan 
karena terkendala dengan masalah ekonomi dan masih sangat 
kurangnya pemahaman wajib pajak  akan pentingnya melakukan 
BBNKB”33. 
  
                                                          
33 Hasil Wawancara dengan Responden, tanggal 07 September 2017. 
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Berikut ini tabel mengenai wajib pajak yang telah melakukan bea 
balik nama kendaraan bermotor kedua pada kantor UPT Pendapatan 
Wilayah Pinrang Tahun 2016 yaitu sebagai berikut : 
Tabel 4 wajib pajak yang telah melakukan BBNKB Tahun 2016. 
NO NAMA JENIS 
KENDA
RAAN 
BBNKB II PENDAFTAR
AN BBNKB 
KETERANGAN 
1 HENRIANI RODA 2 07/05/2013 02/01/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
2 SYAMSUDDIN RODA 2 12/10/2014 23/10/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
3 HERMAN RODA 2 22/02/2014 14/05/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
4 RAHMAN RODA 2 13/06/2015 20/01/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
5 SUARNI RODA 2 11/09/2012 11/07/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
6 LA SARI RODA 2 09/01/2013 25/03/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
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NO NAMA JENIS 
KENDA
RAAN 
BBNKB II PENDAFTAR
AN BBNKB 
KETERANGAN 
7 RAHMAWATI RODA 2 10/02/2015 09/10/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
8 HJ.BUNGA RODA 2 11/07/2013 06/12/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
9 SUHARTONO RODA 2 20/08/2012 11/05/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
10 SURIANTI RODA 2 30/09/2013 14/03/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
11 BUDIANTO RODA 4 31/10/2013 15/09/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
12 HAMKA RODA 4 10/12/2014 29/11/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
13 A.NURHAEDA RODA 4 23/07/2014 10/10/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
14 SAHAR RODA 4 24/09/2013 23/01/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
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NO NAMA JENIS 
KENDA
RAAN 
BBNKB II PENDAFTAR
AN BBNKB 
KETERANGAN 
UNDANG 
15 HAMZAH RODA 4 17/12/2013 29/01/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
16 MARAISA RODA 4 29/12/2011 20/05/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
17 IDRUS RODA 4 18/10/2013 22/07/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
18 ABD.KADIR RODA 4 16/01/2011 05/06/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
19 ROHANI RODA 4 12/07/2012 04/08/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
20 KASMAWATI RODA 4 13/09/2011 24/04/2016 MELEBIHI 
BATAS YANG 
DITETAPKAN 
OLEH 
UNDANG-
UNDANG 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wilayah Pinrang. 
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b. Faktor sarana atau fasilitas. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noer Rachmat,SE., 
M.Si selaku salah satu pejabat pajak pada Kantor UPT Pendapatan 
Wilayah Pinrang menyatakan bahwa : 
“sarana atau fasilitas yang mendukung dalam rangka 
memaksimalkan pelaksanaan pemungutan BBNKB masih kurang 
memadai. Fasilitasi tersebut antara lain masih kurangnya komputer 
sebagai sarana pendukung dalam melakukan pelaporan setiap 
minggu, setiap bulan,  dan setiap tahun”34. 
 
c. Faktor penegak hukum. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noer Rachmat, 
SE.,M.Si menyatakan bahwa : 
“meskipun sudah ada pelatihan beberapa kali dalam setahun, 
namun tingkat kesadaran dari aparat pelaksana pemungutan 
BBNKB untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masih 
sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya aparat 
yang melakukan pemngutan liar terhadap wajib pajak pada saat 
pengurusan BBNKB”35.  
  
                                                          
34 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan, tanggal 07 September 2017. 
35 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan, tanggal 07 September 2017. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan. 
1. Pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor 
pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang tidak sesuai 
dengan Pasal 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
2. Faktor yang berpengaruh pada prosedur pemungutan bea balik 
nama kendaraan bermotor pada Kantor UPT Pendapatan 
Wilayah Pinrang adalah faktor pendukung dan faktor 
penghambat. Faktor pendukung yaitu faktor hukumnya sendiri, 
dan kerjasma antar instansi yang berkaitan. Faktor penghambat 
yaitu faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitasi, dan faktor 
penegak hukum. 
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B. Saran. 
1. Penulis menyarankan, di dalam peraturan gubernur  tentang 
petunjuk pelaksanaan pajak daerah khusus pajak kendaraan 
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sebaiknya 
ditambahkan regulasi mengenai pembinaan terhadap pejabat pajak 
bea balik nama kendaraan bermotor. 
2. Penulis menyarankan, sebaiknya pemerintah lebih mengintensifkan 
pengawasan dan pembinaan terhadap aparat pelaksana bea balik 
nama kendaraan bermotor serta perlunya pemenuhan sarana atau 
fasilitas pendukung dalam rangka optimalisasi pemungutuan bea 
balik nama kendaraan bermotor. 
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A. SAMPEL BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA 
KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG. 
1. Sampel Roda Dua Sebelum Balik Nama. 
 
 
 
 
 
 
2. Sampel Roda Dua Sesudah Balik Nama.  
 
  
 
 
 
 
Tanda Nomor Kendaraan Sebelum Balik Nama 
Tanda Nomor Kendaraan Sesudah 
Balik Nama Tanda Nomor Kendaraan Sebelum 
Balik Nama 
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B. SURAT KETERANGAN PENELITIAN. 
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C. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK 
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA 
KENDARAAN BERMOTOR. 
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